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PENETAPAN
Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt
E=SiS et
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XX, tempat lahir Rengat 24 September 1972, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Pedagang, Bertempat Kediaman di xx, Kecamatan Rengat,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

XX, Tempat Lahir di Pulau Kijang 13 Oktober 1982, Agama Islam, Pendidikan
SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di xx,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari
2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor
xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 29 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal xx Maret 20xx, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu,
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx
tanggal 26 Maret 20xx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan

Termohon berstatus Perawan;
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3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah sendiri di jalan xx
Rengat selama 13 tahun lalu pindah ke Pekanbaru di rumah sendiri yang
beralamat di Jalan xx, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul),dan sudah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. xx lahir di Rengat, 30 Juni 20xx;
b. xx lahir di Rengat, 24 Agustus 20xx;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan
harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 20xx antara Pemohon dan
Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

6. Bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan

Termohon terjadi pada pertengahan 20xx yang mana Termohon mengaku
kepada Pemohon telah melakukan pernikahan siri dengan lelaki lain pada
tahun 20xx. Pada tanggal 6 Februari 20xx Pemohon pergi meninggalkan

Termohon karena Termohon tetap tidak berubah terhadap prilakunya;
8. Bahwa ada Pemohon mencoba untuk melakukan perbaikan dalam

rumah tangga dengan Termohon dengan pindah ke kota Pekanbaru namun
Termohon tetap mengulangi lagi perbuatannya dengan lelaki yang di nikahi

secara sirih;
9. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon

merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi

tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon
telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Memberi ijin kepada Pemohon xx, untuk menjatuhkan talak satu raj’'l

terhadapTermohon, xx, depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
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3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang sendiri
secara inperson ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di
persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 12 Maret 20xx Pemohon di persidangan
menyatakan secara lisan mencabut perkara yang telah diajukannya pada
tanggal xx Februari 2019, vyang telah terdaftar diregister Kepaniteraan
Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt.
pada tanggal xx Februari 20xx dengan alasan antara Pemohon dan Termohon
telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Pemohon
merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)
R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19108
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para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri
persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon dan Termohon telah datang secara inperson;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut
permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal xx Maret 2019
yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan
Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt. pada tanggal xx Februari 2019 dengan alasan
antara Pemohon dengan Termohon telah berdamai dan rukun kembali
sebagimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah
berdamai dan Pemohon telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan
bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Pemohon Register Nomor
xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. tanggal 13 Februari 2019, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua
biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA. Rgt, dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra Hij.
Rosnah Zaleha, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan

Mhd. Taufik, S.H.l masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. Dra Hj. Rosnah Zaleha
Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.H.I
Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag.

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp245.000,00
4. Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp336.000,00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu

rupiah)
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